PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 43 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBUBARAN BADAN PENGELOLA KOVPLEK KEMAYORAN DAN DI REKSI
PELAKSANA PENGENDALI AN PEMBANGUNAN KOWPLEK KEMAYCRAN

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang
Nonor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Bel anj a
Negara Tahun Anggaran 2008, pengelola Konplek Kemayoran
di tunj uk nmenj adi Badan Layanan Umum

b. bahwa sehubungan dengan penunjukkan pengelola Konpl ek
Kemayoran nenjadi Badan Layanan Unum sebagai nana tersebut
diatas, Badan Pengelola Konplek Kemayoran dan Direksi
Pel aksana Pengendal ian Penbangunan Konplek Kemayoran yang
di bent uk berdasarkan Keputusan Presiden Nonmor 53 Tahun 1985
tentang Badan Pengel ol a Konpl ek Kemayoran sebagai mana tel ah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presi den Nonor
73 Tahun 1999, perlu di bubarkan;

C. bahwa berdasarkan pertinbangan sebagai mana di naksud pada
huruf a dan huruf b, perlu nenetapkan Peraturan Presiden
tentang Penbubaran Badan Pengelola Konplek Kemayoran dan
Di reksi Pel aksana Pengendal i an Penbangunan Konpl ek Kemayor an;

mengi ngat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nonor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nonor 47,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesi a Nonor 4286);

3. Undang- Undang Nonor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor
5, Tanbahan Lenbaran Negara Republik Indonesia Nonmor 4355);

4. Perat uran Pemerintah Nonor 23 Tahun 2005 tentang Pengel ol aan
Badan Layanan Umum (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun
2005 Nonor 48, Tanbahan Lenbaran Negara Republik | ndonesia
Nonor 4502);

MVEMUTUSKAN:

Menet apkan :

PERATURAN PRESI DEN TENTANG PEVMBUBARAN BADAN PENGELOLA KOWPLEK
KEMAYORAN DAN DI REKSI PELAKSANA PENGENDALI AN PEMBANGUNAN KOVPLEK
KEMAYORAN.

Pasal 1
(1) Badan Pengelola Konplek Kemayoran dan Direksi Pel aksana

Pengendal i an Penbangunan Konpl ek Kenmayoran yang dibentuk
ber dasar kan Keputusan Presiden Nonor 53 Tahun 1985 tentang



Badan Pengel ol a Konpl ek Kemayoran sebagai mana tel ah beberapa
kal i diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nonor 73 Tahun
1999, di bubarkan

(2) Penbubaran Badan Pengelola Konplek Kemayoran dan Direks
Pel aksana Pengendal i an Penbangunan Konpl ek Kemayor an
sebagai mana di maksud pada ayat (1) berlaku efektif sejak
t anggal penbent ukan Badan Layanan Urum

Pasal 2

Dengan di bubar kannya Badan Pengel ol a Konpl ek Kemayoran dan Direksi
Pel aksana Pengendal i an Penbangunan Konpl ek Kemayoran sebagai nana
di maksud dal am Pasal 1, maka penguasaan serta pengel ol aan Konpl ek
Kemayor an sel anj ut nya di | akukan ol eh Badan Layanan Unum

Pasal 3

(1) Aset negara berupa tanah bangunan, dan aset |ainnya yang
di kuasai, dimliki dan dikelola oleh Badan Pengel ol a Konpl ek
Kemayoran dan Direksi Pel aksana Pengendalian Penbangunan
Konpl ek  Kemayoran beralih kepada Badan Layanan  Umrum
sebagai mana di maksud dal am Pasal 2.

(2) Pengalihan aset negara sebagai mana di naksud pada ayat (1)
di koor di nasi kan ol en Menteri Sekretaris Negara.

(3) Sebelum dil akukan pengal i han aset negara sebagai mana di maksud
pada ayat (1), aset negara tersebut diaudit terlebih dahulu
ol eh auditor.

Pasal 4

Dengan di bubar kannya Badan Pengel ol a Konpl ek Kemayoran dan Dir eksi
Pel aksana Pengendal i an Penbangunan Konpl ek Kemayoran sebagai mana
di maksud dal am Pasal 1, maka:

a. tugas, hak dan kewajiban Badan Pengel ol a Konpl ek Kemayoran
dan Direksi Pel aksana Pengendalian Penbangunan Konpl ek
Kemayoran sel anjutnya dilakukan oleh Badan Layanan Urum
sebagai mana di maksud dal am Pasal 2;

b. seluruh arsip dan dokumen yang berkaitan dengan pel aksanaan
t ugas Badan Pengel ol a Konpl ek Kemayoran dan Direksi Pel aksana
Pengendal i an Penbangunan Konpl ek Kemayoran beralih kepada
Badan Layanan Umum sebagai mana di maksud dal am Pasal 2;

C. perjanjian atau perikatan yang telah dibuat oleh Badan
Pengel ol a Konpl ek Kemayor an dan Di r eksi Pel aksana
Pengendal i an Penbangunan Konpl ek Kemayoran dengan pi hak |ain
tetap berlaku sanpai dengan berakhirnya perjanjian atau
peri katan tersebut, dan selanjutnya dilakukan oleh Badan
Layanan Unum sebagai mana di naksud dal am Pasal 2;

d. pegawai Badan Pengel ol a Konpl ek Kemayoran dan pegawai Direksi
Pel aksana Pengendal i an Penbangunan Konpl ek Kemayoran beralih
nmenj adi pegawai Badan Layanan Unum sebagai mana di naksud dal am
Pasal 2, dengan ketentuan peralihan tersebut disesuaikan
dengan susunan organi sasi Badan Layanan Umum dan dil akukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pegawai Badan Pengel ol a Konpl ek Kemayoran dan pegawai Direksi



Pel aksana Pengendal i an Penbangunan Konpl ek Kemayoran tetap
nmel aksanakan tugas dan fungsinya sanpai dengan ditetapkannya
ket entuan tentang kepegawai an dan kepengurusan Badan Layanan
Umum

Pasal 5

Dengan berl| akunya Peraturan Presiden ini, naka:

1.

Keputusan Presiden Nonor 53 Tahun 1985 tentang Badan
Pengel ol a Konpl ek Kemayoran sebagai nana tel ah beberapa kali
di ubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nonor 73 Tahun
1999;

Keputusan Presiden Nonmor 17 Tahun 1987 tentang Penggunaan
Langsung Dana Pendapatan dan Penguasaan Konplek Kenmayoran
A eh Badan Pengel ol a Konpl ek Kemayor an;

di cabut dan di nyat akan ti dak berl aku.

Pasal 6

Peraturan Presiden ini mnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2008

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.
DR H. SUSI LO BAMBANG YUDHOYONO



